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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
LKjIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2023
merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran
yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas
capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi
yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan
indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk
perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa

mendatang.

Padang Panjang, lanuari 2024

NIP. 1975 825 200212 1 004
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJiP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
Perjanjlan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan Indikator

Kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun

2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan,
program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.
Ringkasan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota
Padang Panjang yang dihasilkan di Tahun 2022 sebagi berikut:
»  Tujuan
Tujuan dari Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu :
1. Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur Kota yang Berkelanjutan dengan Indikator
tujuanya adalah Presentase kenaikan Indesk Kualitas Layanan Insfratruktur dan Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup {IKLH).
i 2. Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan dengan tujuan indikator Angka
| Kemiskinan.
3. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator tujuannya adalah
Prevalensi Stunting.
» Sasaran
Sarasan dari Dinas Perumanan , Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu:
1. Meningkatnnya Kualitas Lingkungan Permukiman
2. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan
3. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin
4. Meningkatnya Cakupan Layanan Pencegahan Stunting dari Urusan Lingkungan Hidup
# Indikator Sasaran Dinas Perumanan , Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu:
1. Presentase Permukiman Layak Huni dengan Target tahun 2023 sebesar 97,90% dan
realisasi sebesar 97,90 % atau Persentase capaian sebesar 100 %
2. Indeks Kualiatas Air {IKA) dengan Target tahun 2023 sebesar 46,07 % dan realisasi
sebesar 47,21 % atau presentase capaian sebesar 162%
3. Indeks Kualiatas Udara {IKU} dengan Target tahun 2023 sebesar 91,29 % dan realisasi

sebesar 91,60 % atau presentase capaian sebesar 100%
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4. Indeks Kualiatas Tutupan Lahan (IKTL) dengan Target tahun 2023 sebesar 56,50 % dan
realisasi sebesar 62,04 % atau presentase capaian sebesar 110%

5. Cakupan layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau bagi MBR dengan Target tahun
2023 sebesar 86,80 % dan realisasi sebesar 96,03 % atau presentase capaian sebesar
112%

6. Cakupan Layanan Pengelolaan Limbah B3 Fayankes dengan Target tahun 2023 sebesar

50 % dan realisasi sebesar 51 % atau presentase capaian sebesar 102 %

Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan :

Keberhasilan yang dicapai tidak lepas dari kerja keras, dukungan dan peran aktif dari seluruh elemen

masyarakat,

1.

Terlaksananya pemeliharaan sarana, prasarana umum {PSU) seperti jalan, bangunan pengamanan
sungai dan saluran drainase. Selain itu melalui program KOTAKU juga terus dilakukan
Pembangunan/rehabilitast infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala Kawasan.
Untuk Indeks Kualitas Air {IKA), dilakukan pengurangan sungai yang sebelumnya dilakukan pengujian
untuk 7 {tujuh} sungai, dikurangi menjadi 5 {lima) sungai. Pengurangan ini merupakan penvesuaian
sesuai dengan Permenlhk No. 27 Tahun 2021 tentang IKLH yang menyatakan bahwa sungai yang
dipantau mewakili 50% sungai yang ada di wilayah administrasi. Sekaligus dilakukan penyesuaian titik
pantau untuk menentukan lokasi pengambilan sampel pada sungai di Kota Padang Panjang.

Untuk Indeks Kualitas Udara (IKU), pengujian dilakukan oleh KLHKRI, Dinas Perkimih melakukan
pemasangan dan pengambilan passive sampler pada titik pantau yang sudah ditentukan sebelumnya
sesuai jadwal pemantauan.

Untuk Indeks Kualitas Lahan {IKL}, dilakukan penginputan terhadap indikator perhitungan pada
website IKLH. Dilakukan penambahan digitasi terhadap Ruang Terbuka Hijau dan Tutupan Vegetasi
Lainnya dengan melakukan identifikasi tutupan lahan baru. Untuk selanjuinya data tersebut
divalidasi oleh P3E Sumatera dan Dirjen PPKL KEHKR] sebagai tambahan data tutupan lahan baru Kota
Padang Panjang.

Untuk Sasaran Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan
rendah, faktor pendukung tercapainya target ini adalah karena adanya bantuan rehab rumah tidak
layak huni bagi masyarakat miskin dari tahun ke tahun. Untuk Tahun 2022 dari 43 unit bantuan rehab
rumah tidak layak huni, terealisasi 40 unit. 3 unit tidak terealisasi karena terdapat ketidakcocokan
data proposal dengan data dukung yang ada, sementara di tahun 2023 yang awal nya 105 unit

menjadi 122 unit bantuan rehab rumah tidak layak huni karena terdapat 17 unit penambahan pada

perubahan anggaran 2023,




Faktor Penghambat dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran stategis serta indicator

program masih ditemukan beberapa kendala dan permasalahan antara lain :

1. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga juga tidak mencapai
target, faktor yang mungkin mempengaruhi hal tersebut antara lain belum optimalnya peran serta
berbagai pihak dalam upaya penanganan sampah, seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat
dan institusi untuk melakukan aktivitas pemilahan dan daur ulang sampah.

2. Capaian Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati {KEHATI) untuk indikator Persentase
ketersediaan RTH Publik belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena berberapa Titik lokasi
taman di alth fungsikan ke penggunaan lain seperti jalan akses masuk ke ruko dan pengabungan area

pembibitan tanaman.

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu kesadaran Masyarakat dan
institusi untuk melakukan aktifitas pemilahan sampah, Masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolan
sampah berbasis masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Masyarakat harus mampu mengubah
sikap dan kebiasaan dalam mengolah sampah sehari-hari dimulai sejak dari lingkup rumah tangga.
Pengeloaan sampah berbasis masyarakat ini akan memberikan keuntungan yang mencakup aspek
fingkungan karena mampu menjaga kebersihan dan kesehatan, aspek sosial karena masyarakat saling
peduli terhadap kondisi lingkungannya, dan aspek ekonomi karena menguntungkan dari hasil pemilahan
sampah anorganik serta organik. Masyarakat juga diharapkan aktif dan berkontribusi dalam kelompok-
kelompok yang terbentuk di tingkat RT. Peningkatan kesadaran masvyarakat yang muncul dalam
pengelolaan sampah ini akan mampu berdampak positif pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat secara menyeluruh. Cleh sebab itu, segala bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk
masyarakat melatui edukasi, sosialisasi, dan pelatihan diharapkan mampu diterima dengan baik oleh

masyarakat. Masyarakat juga harus memberikan respon dan Kerjasama yang baik terhadap seluruh pihak

dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang terintegrasi di masa mendatang
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BAB I
PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan
seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kineria itu sendiri merupakan hal
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijaksanaan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomer 29 Tahun 2014 tentang

_ Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap kepala SKPD wajib menyampaikan
Laporan Kineria Instansi Pemerintah (LKjiP) kepada Walikota sebagat salah satu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran. Hal ini bertujuan
agar pengelolaan sumberdaya yang di dasarkan pada perencanaan strategik yang disusun oleh masing-

masing instansi bisa dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal diatas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota
Padang Panjang menyusun LKjIP vang diharapkan bisa mendorong penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga
menjadi masukan dan umpan balik bagi para pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga

terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma kepemerintahan
vang baik (Good Governance) agar dapat memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara
permetintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya vaitu adanya transparansi,
partisipasi dan akuntabilitas. Pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab akan
meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjembatani dan mewujudkan aspirasi masyarakat

seiring dengan terealisasinya visi dan misi pemerintah.

R Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukirman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang merupakan
salah satu Organisasi Perangkat Daerah vang disyahkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Lingkungan
Hidup. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang memiliki
tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan.

A ——
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Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lingkup tugas
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup meliputi sub urusan yang cukup padat.
Urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi 5 {(ima} sub urusan yaitu (1) perumahan,
{2} kawasan permukiman,{3} Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, {4) Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum (PSU), dan (5} Sertifikasi, kualifikasi, kiasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan
kawasan Permukiman. Sementara urusan lingkungan hidup ruang lingkupnya meliputi 11 (sebelas) sub
urusan yaitu (1) Perencanaan Lingkungan Hidup, {2} Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS}), (3}
Pengedalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, (4) Keanekaragaman Hayati, (5} Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan beracun {LB3), {6) Pembinaan dan
Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan lzin Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup, {7)
Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Loka! dan Hak Masyarakat Hukum Adat yang
terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (8) Pendidikan, Pelatihan dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, (9) Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat,
{10) Pengaduan Lingkungan Hidup dan (11) Persampahan.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota
Padang Panjang, disebutkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan kawasan Permukiman serta
Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang mermiliki
fugas pokok “melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan”. Fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas yaitu
Merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi pelaporan pengadministrasian terhadap kebijakan di

Bidang Perumahan, Kawasan Pernukiman dan Lingkungan Hidup”.

Aspek Strategis Organisasi

1. Merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani dua urusan wajib sekaligus yaitu

urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan Lingkungan Hidup.
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2. Urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib yang tergolong

pelayanan dasar. Sementara urusan bidang Lingkungan Hidup merupakan urusan non pelayanan

dasar.

3. Pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman bersentuhan
fangsung dengan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu perumahan lengkap dengan
infrastruktur pendukungnya. Urusan Perurahan dan Kawasan Permukiman identik dengan
pembangunan fisik yang menunjang citra suatu kota. Kebutuhan untuk pengembangan kawasan
untuk perumahan dan permukiman akan selalu terjadi seiring dengan pertambahan jumlah
penduduk. Oleh karena itu, di dalam tata ruang wilayah suatu daerah, perumahan dan permukiman
akan tetap menjadi prioritas dalam penetapan kawasan budidaya. Diperlukan kesiapan yang optimal
dalam penyelenggaraan urusan tersebut, seperti ketersediaan aturan/regulasi, kesiapan anggaran

dan personil pengelola.

4. Untuk urusan Lingkungan Hidup, meskipun termasuk non pelayanan dasar, namun penyelenggaraan
urusannya memerlukan penguatan koordinasi dengan berbagai sektor pelaksana pembangunan.
Urusan Lingkungan Hidup biasanya menempati fungsi kontrol/ pengendalian dalam suatu kegiatan
pembangunan, meliputi pencegahan dampak, pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan.
Bahkan tak jarang fungsi pencegahan dampak justru dimaknai sebagai penghambat kegiatan
pembangunan. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri dalam rangka mewujudkan pembangunan

berkelanjutan di Kota Padang Panjang.

5. Masuknya pengelolaan persampahan dalam urusan lingkungan hidup, semakin memperiuas
cakupan tugas dan wewenang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman. Pertambahan jumlah
penduduk yang diikuti dengan berkembangnya ragarm kegiatan masyarakat memberikan kontribusi
terhadap peningkatan timbulan sampah. Sementara disisi lain, keberadaan lingkungan yang nyaman
dan bersih dari sampah semakin menjadi kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu. Oleh sebab
itu sistem pengelolaan dan pelayanan persampahan di Kota Padang Panjang menjadi salah satu
aspek strategis yang melekat pada tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan

Hidup.
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IV,

Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi

Dalam pelaksanaan tupoksi, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, diantaranya:

1.
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Keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Dengan {uas wilayah secara administratif yang hanya 23 km2, diikuti dengan topografi yang
didominasi kemiringan lebih dari 40%, menjadi batasan utama dalam pemanfaatan lzhan di Kota
Padang Panjang. Sementara kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman cenderung

meningkat dari waktu ke waktu, seiring dengan pertumbuhan penduduk.
Potensi berkembangnya kawasan kumuh perkotaan akibat ketidakteraturan bangunan perumahan

Berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Padang Paniang, ditetapkan kawasan kumuh baru di Kota
Padang Panjang seluas 47,718 Ha. Sebelumnya dalam Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor
050/357/WAKQ-PP/2014 Tahun 2014 dimana luas kawasan kumuh adalah sebesar 53,06 Ha, dan
telah berhasil dituntaskan sampai Tahun 2020. Dengan munculnya kawasan kumuh baru ini, maka
upaya-upaya penataan kawasan permukiman perlu terus dilaksanakan, sekaligus mengantisipasi
timbuinya kawasan kumuh baru akibat perkembangan kebutuhan masyarakat akan hunjan dan

permukiman itu sendiri.
Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni

Berdasarkan perhitungan Tahun 2023, ratio rumah layak huni di Kota Padang Panjang mencapai 95,22
%. Hal ini berarti masih ada potensi Rumah Tidak Layak Huni sebesar 4,78%. Apabila tidak ada
penanganan lebih lanjut, keberadaan Rumah Tidak Layak Huni berpotensi memunculkan Kawasan
Kumuh baru yang dapat berakibat pada penurunan kualitas hidup dan kualitas lingkungan perkotaan.
Selain itu jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH} berpotensi meningkat seiring dengan perkembangan

kebutuhan masyarakat akan hunian dan permukiman itu sendiri.

Belum optimalnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU]) di lingkungan permukiman

Dengan adanya pertumbuhan penduduk, kebutuhan terhadap perumahan terus meningkat.
Penambahan perumahan dan permukiman ini, harus diiringi dengan penyediaan sarana prasarana

umum {PSU} yvang memadai. Saiah satu sarana prasarana umum yang perlu mendapat perhatian yaitu




saluran drainase. Curah hujan yang realtif tinggi di Kota Padang Panjang, kecenderungan pola
pembangunan yang semakin mengurangi areal resapan air, berpotensi meningkatkan volume air yang
harus ditampung oleh badan air terutama saluran drainase. Maka diperlukan upaya pemeliharaan

saluran drainase terutama di kawasan permukiman.
5. Belum optimalnya penanganan pencemaran air permukaan

Indek Kualitas Air di Kota Padang Panjang pada Tahun 2022, berada pada angka 46,07. Hal ini
mengindikasikan tingkat pencemaran air yang masih buruk. jika dibandingkan dengan Tahun 2021
kualitas air kota padang panjang mengalami peningkatan. Tahun 2021 dari 7 (tujuh) sungai yang ada
di kota padang panjang berada pada status cemar sedang, sedangkan tahun 2022 berdasarkan hasil

pengujian, 5 (lima) sungai telah berstatus cemar ringan dan 2 {dua) Sungai berstatus cemar sedang.

6. Belum optimalnya penanganan sampah perkotaan
Sesuai dengan arahan lakstrada Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga, penanganan sampah di Kota Padang Panjang ditargetkan menurun dari tahun ke
tahun. Penurunan penanganan ini berkorelasi dengan target pengurangan timbulan sampah dari
sumber yang meningkat dari waktu ke waktu. Namun realisasi pada tahun 2023 menunjukkan justru
terjadi peningkatan penanganan sampah mencapai 82,20% dari target seharusnya sebesar 72%, tetap
terjadi peningkatan Realisasi ini menunjukkan bahwa volume sampah yang masuk ke TPA relatif masih

tinggi dan pengurangan timbulan dari sumber belum terlaksana secara optimal.

Dengan hampir berakhirmya umur pakai TPA Sungai Andok akan berpengaruh terhadap kinerja
penanganan sampah Kota Padang Panjang. Apabila tidak didapatkan lokasi baru untuk dijadikan TPA
di Kota Padang Panjang, maka pembuangan sampah kota bisa ditakukan ke TPA Regional yang berada
di daerah lain. Tentunya untuk dapat melaksanakan opsi tersebut, diperlukan sumber daya vang
cukup besar baik dalam hal personil, ketersediaan armada pengumpulan dan pengangkutan serta

kemampuan pembiayaan.

- ________________ _ _ ___ __ . ___ .. ___ ___ ____ __ __ __ _______ ____ __
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V. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang

Panjang dapat dilihat sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan

2.  Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
¢.  Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari;

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Kawasan, Perumahan Formal dan
Swadava;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengawasan, Pengendalian Kawasan Perumahan
dan Permukiman; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Prasarana dan Sarana Umum Kawasan
Permukiman.

d. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;

2.  Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembinaan dan Penegakkan Hukum
Lingkungan;dan

3. Kelompok labatan Fungsional Sub Substansi Peningkatan Kapasitas.

e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3}, Pengendalian Pencemaran,

terdiri dari:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Persampahan;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun [B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;dan

3. Kelompok labatan Fungsiona! Sub Substansi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

f.  UPTD.

Sesuai Peraturan Walikota Padang Panjang No 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan

Hidup mempunyai struktur Organisasi sebagai berikut:
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STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

Kelompok Kelompok Kelompok Kelmpok helmpok Kelompok Kelmpai Kelnmpok Eekmpok
Jabatan Jahatan Jahatan Jabatan Jahatm Jabatan Jabatan Jahatan Jabatan
fungsional Sub fungsistial Sub fusngsional Sub fimgsaaal Sub fungsional Sub fungsicnal Stlb | | fungsional Sub fingsional Sub fingsional Sub
: Suhatans Substansi Substansi Substansi Sbstansi Substans Substms Substans Substansl
| Prngembang Pengs Prasaran dan Perencanasn Pembinam Peningkatan Tengelntaan Fenpelnlasn Pemeliharsin
] Hawasan Formal Peageadalian SaTanA umim dam kajian im Kapasitas Sampah Limbah Bshan Linghumgan
dan Swadayn Kawusan fowasan dampak Pentgukan Pendidikan Beranun dan Hidup
] Perumaham dan permukinan lingumgam Hukum Berbahaya {B3),
] Permukiman Lingkungan Tengendafian
Pencemaran dan
| Kerusakan
Lingkungen

LKjIP Dinas Perkim LH 2023 Page 12




VI Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.1

lumlah PNS dan Tenaga Harian Lepas
Kota Padang Panjang Tahun 2023

No Uraian Jenis kelamin
Laki-laki | Perempuan |  umiah
1 PNS 27 20 a7
2 FTenaga Harian Lepas 193 55 248
Jumiah 220 75 295

Sumber : Dinas PerkimiH

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang adalah 295 {Dua ratus sembilan puluh lima)
orang. Pegawai yang berstatus PNS berjumiah 47 (empat puluh tujuh) orang dan Tenaga Harian Lepas

{THL} berjumiah 248 (dua ratus lima puluh delapan) orang. THL tersebut terdiri dari petugas kebersihan

kota, THL kantor, THL Rusunawa dan THL Labor.

Tabel.1.2

Jumlah PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menurut golongan

Sumber : Dinas PerkimlLH

No J Uraian ; ' Jer.ns kelamin Jumiah %
Laki-laki Perempuan
1 | Golongan| - - -
Golongan || 7 2 9 19
Golongan Il 19 15 34 72
‘ Golongan IV 1 3 4 9
‘ | e > s g = 100
|

Pada Tabel. 1.2 dapat dilihat bahwa berdasarkan golongan, PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan
Permukaan dan Lingkungan Hidup yang paling banyak adalah PNS golongan I sebanyak 9 (sembilan)
orang. Diikuti oleh PNS golongan Itl berjumlah 34 {tiga puluh empat) orang, dan pegawai golongan IV

berjumiah 4 {empat) orang.
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V.

Sistematika Penyusunan

Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang
Panjang Tahun Anggaran 2023 dengan sistematika sebagai berikut:
BAB| : PENDAHULUAN
Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek
stategis organisasi serta permasalahan utama (stategic issued) yang sedang dihadapi
organisasi.
BABII :  PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023
BABHI : AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota PadangPanjang
B. Realisasi Anggaran
BABIV © PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah

dimasa yang mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan Kinerjanya.

LAMPIRAN




BAB I
PERENCANAAN KINERIA

Tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan
Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya
dalam rangka mefakukan evaluasi keberhasilan atas capaiantujuan dan sasaran organisasi
sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

Perjanjian kinerjz adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,
terwujudiah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber
daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas
kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yvang seharusnya terwujud
akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan
juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga

terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah

1. Sebagai wujud nyata komiimen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan
integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluast dansupervisi

atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

Ln

. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.




Renstra

A. Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LingkunganHidup
Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, telah ditetapkan tujuan
dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

sebagai berikut;

Tujuan:
a. Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan

b. Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan

c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

B. Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LingkunganHidup
Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, telah ditetapkan sasaran

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebagai berikut;
Sasaran:

a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

b. Meningkatnya Kualitas Air, udara dan Tutupan lahan

c.  Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin

d. Meningkatnya cakupan layanan pencegahan stunting dari urusan lingkungan hidup
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Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup
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C. Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun
Anggaran 2023, merupakan bagian dari Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2023 dan juga
tertuang dalam Buku Perubahan Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2023. Pokok-pokaok dari

Perjanjian kinerja tersebut sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1

PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG
PANJANG
, . . Target
N
> Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sabelum Sesudah
{1) {2) ) 4} (5)
1 | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman Presentase permukiman 87,90% 97,90%
fayak huni
2 | Meningkatnya kualitas Air, Udara dan Tutupan Indeks Kualitas Air (IKA) 46,07 46,07
lahan Indeks Kualitas Udara 91,20 61,29
(KL}
Indeks Kualitas Tutupan 56,50 56,50
Lahan (IKTL)
3 | Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan rumah 86,80 86,80
bagi masyarakat miskin jayak huni yang
tetjangkau
4 1 Meningkatnya cakupan layanan pencegahan Cakupan layanan 50% 50%
stunting dari urusan Lingkungan Hidup pengelclaan limbah B3
fasyankes
No Program Anggaran Keterangan
g Sebelum Sesudah g
1 i Pengembangan Perumahan 321.509.280 346.508.544
2 i Kawasan Permukiman 2.203.310.150 2.571.717.160
Peningkatan Prasarana, Sarana dan Uiitas
3 Urnum (PSU) i 4.09_5“.?3?'.663 4.346.641.463
. 4 | Perencanaan Lingkungan Hidup : 291.771.850 144.637.650
5 P_engendalian_Pencemaran dan/atau Kerusakan 48.929.350 46,458,400
Lingkungan Hidup
& | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATH 2068438101 1 1.991.553.600
Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun
§ | (B3) dan Limbah Bahan Berpahaya dan Beracun 9.091.000 8.131.000
{Limbah B3}
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Pembinaan dan Pengawasan Terhadap lzin
7 | Lingkungan dan lzin Perindungan dan 16.122.850 15.553.850
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH}

Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk
9 Masyarakat 71.694.600 115.149.600

10 | Pengelolaan Persampahan 8.871.113.550 8.851.571.950

Sumber : Dings PerkimiH

Dari Tabel diatas tidak terdapat perubahan pada Perjanjian kinerja dan Indikator Kinerja Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang di Tahun 2023.

D. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyiapkan strategi dan kebijakan sebagaimana tercantum

dalam pada Tabel 2.2

Tabel 2.2.
Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang

Tujuan Sasaran Strategi Kehijakan
Meningkatnya Meningkatnya Peningkatan sarana Meningkatkan
Kualitas infrastruktur ! Kualitas Lingkungan prasarana Kawasan prasarana, sarana dan
Kota yang Permukiman Permukiman utilitas umum
Berkelanjutan kawasan permukiman

Penanganan Kawasan
Kumuh Perkotaan

Meningkatnya Optimalisasi Mengoptimaikan
kualitas Air, udara pencegahan, perencanaan
dan tutupan lahan penanggulangan, ingkungan hidup

pemulihan dan
pengawasan kualitas
lingkungan

Peningkatan upaya
pengendalian
pencemaran
dan/atau kerusakan
lingkungan hidup
Pengelolaan
Keanekaragaman
Hayati (Kehati)
Melaksanakan
Pengendalian Bahan
Berbahaya dan
Beracun (B3) dan
Limbah Bahan
Berbahaya dan
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Beracun {limbah B3)
sesuai kewenangan
daerah

Meningkatkan
pembinaan dan
pengawasan terjadap
lzin Lingkungan dan
izin Perlindungan
Lingkungan dan
Pengelclaan
Lingkungan Hidup
(PPLH)

Meningkatkan
Pendidikan, Pelatihan
dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup
untuk masyarakat

Pengembangan
penghargaan
lingkungan hidup
untuk masyarakat

Meningkatkan Kinerja

layak huni bagi MBR

bagi MBR

Pengelolaan

Persampahan
Menurunnya angka Meningkatnya Optimalisasi Pengembangan
kemiskinan ketersediaan rumah penyediaan hunian Perumahan

Penanganan Kawasan
Permukiman

Meningkatnya
cakupan fayanan
pencegahan stunting
dari urusan
Lingkungan Hidup

Cakupan layanan
pengelolaan limbah
B3 fasyankes

Optimalisasi
pengendalian limbah
bahan berbahaya dan
beracun (Limbah B3)

Komunikasi
perubahan pertlaku
untuk meningkatkan
kesadaran dan
pemahaman serta
mendorong
perubahan perilaku
untuk mencegah
stunting

E. Program dan Kegiatan

Dengan terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat penyesuaian

nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup pada Tahun 2023. Keseluruhan program dan kegiatan disusun untuk mendukung

capalan sasaran strategis vang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3,
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Tabel 2.3.

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2023

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)
1 Meningkatnya Persentase 97,90% | Program KAWASAN PERMUKIMAN 2.571.717.160
kualitas kawasan permukiman layak Kegiatan | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 2.671.717.160
permukiman huni Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
masyarakat :
perkotaan
Sub Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 2 552.998 760
¢ Kegiatan
Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian, 18.718.400
Kegiatan Penyelenggaraan, Pemugaran/Peremajaan
Permukiman Kumuh
Program PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN 4.046.641.463
3 UTIITAS UMUM (PSU)
Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Perumahan 4.046.641.463
{ Sub Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di 4.046.641.463
Kegiatan Perumahan untuk Menuniang Fungsi Hunian
2 | Meningkatnya Indeks Kualitas Air 46,07 Program PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 144.637.650
kuatitas lingkungan ] Kegiatan Rencana Perindungan dan Pengelolaan 22.697.900
hidup indeks Kualitas Udara | 91,29 Lingkungan Hidup { RPPLH) Kabupaten/Kota
indeks Kualitas Sub Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 22.697.900
56,50 Kegiatan
Tutupan lahan
Kegiatan Penyelengaaraan Kajian Lingkungan Hidup 121.939,750
Strategis (KLHS) kabupaten/Kota
Sub Pernbuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata .
Kegiatan Ruang
Sub Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPIMD 121.939.750
Kegiatan

e R el LSS s o . .. " "~ " ]
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Program PENGENDALIAN PENGCEMARAN DAN/ATAU 335.436.040
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan 315.806.240
Lingkugan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 26.828 600
Kegiatan Pengendatian Emisi Gas Rumah Kaca , Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan tklim
Sub Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup 288.977.640
Kegiatan Kabupaten/Kota
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran danfatau 19.628.800
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran 19.629.800
Kegiatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada
Masyarakat
Program PENGELOIL AAN KEANEKARAGAMAN HAYATI { 1.991,553.600
KEHATL) _
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten 1.991.553.600
! Kota
Sub Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.091.553.600 |
Kegtatan
Program PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP 15.553.850
121N LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN
DAN PENGELCLAAN LINGKUNGAN HIDUP {
PPLH)
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha 15.553.850
dan fatau Kegiatan yang 1zin Lingkungan Hidup
dan izin RPPLH di terbitkan Oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Sub Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang izin 15.553.850 |
Kegiatan Lingkungan Hidup, lzin RPPLH yang di terbitkan

Oleh Permerintah Daerah Kabupaten/Kota

e e e
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Program PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 115.149.600
MASYARAKAT
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup 115.149.600
Tingkat Daerah Kabupaten { Kota
Sub Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakai/ 115.149.600
Kegiatan Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
i Program PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 8.851.571.950
Kegiatan Pengelolaan Sampah 8.851.571.950
| Sub Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, 6.171.040.214
Kegiatan Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan
Pembrosesan Akhir Sampah di TPATPST/SPA
Kabupaten/Kota
Sub Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam -
Kegiatan Pengelolaan Persampahan
Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana 1.523.347.936
Kegiatan dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Sub Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengeiolaan 1.157.183.800
Kegiatan Persampahan di TPA/TPS/SPA Kabupaten/Kota
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Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau
Penimbunan

Meningkatnya Cakupan layanan 86,80 Program PENGEMBANGAN PERUMAHAN 321.509.280

Ketersediaan Rumah | rumah layak huni . : T

Lavak Huni Bagi ang terianak Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban 83.914.000

¥ 8 yang terjangkau Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Masyarakat Miskin

Sub Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana 56.940.G0C
| Kegiatan e o]
Sub Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi 26.974.000
Kegiatan Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum 237.595.280
danfatau Rumah Khusus

Sub Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemifik/ 237.595.280
Kegiatan Penghuni Rumah Susun

Cakupan Layanan Presentase layanan 50% Program PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN 9.091.000

: ; BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN
dPg:igS:agaaann Stunting g:r;gelolaiz Limbah BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
ok id asyankes Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah 8.131.000

Lingkungan Hidup kabupaten/Kota
Sub Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengelolaan Limbah B3 '8.131.000
Kegiatan dengan Pemerintah Pravinsi dalam rangka
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BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi yang dibahas dalam bagian ini meliputi capaian kinerja sasaran strategis
dan realisasi keuangan. Terkait dengan pencapaian kinerja organisasi, dipaparkan pencapaian atas

indikator kinerja serta hal-hal yang berkaitan dengan realisasi kinerja tersebut.

Tabel 3.1

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

-1 Meningkatnya kualitas Persentase permukiman

; lingkungan layak huni
S permukiman
2 Meningkatnya kualitas 1 Indeks Kualitas Air 46, 07% 47,21 102
~ Air, udara dan tutupan
i lahan 2 Indeks Kualitas Udara 91,29% 91,60 100
3 Indeks Kualitas Tutupan 56,50% 62,04 110
Lahan
Meningkatnya 1 Cakupan layanan rumah 86,80% 96,03 112
ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau
~ layak huni bagi
- masyarakat miskin
Meningkatnya cakupan 1 Cakupan layanan 50% 51 102
. layanan pencegahan pengelolaan limbah B3
~ stunting dari urusan fasyankes

~ lingkungan hidup

Sumber : Dinas PerkimLH

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada empat sasaran dengan enam indikator kinerja yang harus
dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Untuk sasaran meningkatnya
kualitas lingkungan permukiman, dengan indikator Persentase Permukiman Layak Huni telah tercapai
97,90 %. dari target yang ditetapkan sebesar 97,90%. Artinya capaian untuk indikator ini terealisasi
100%. Indikator Persentase permukiman layak huni ini diperoleh dengan menghitung persentase

perbandingan Luas permukiman layak huni terhadap luas permukiman seluruhnya.
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Luas permukiman layak huni

: X
lzas permukiman seluruhnya

406,51
415,21

x 100% = 97,903%

Tahun 2023 Luas permukiman layak huni di Padang Panjang adalah sebesar 406,51 Ha. Dan Luas
permukiman seluruhnya sebesar 415, 21 Ha. Luas permukiman layak huni merupakan tuas permukirman
di luar kawasan kumuh, diperoleh dengan mengurangi kawasan permukiman keseluruhan dengan
kawasan kumuh vang tertangani sampai dengan Tahun 2023. Tahun 2023 sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan perhitungan dan penetapan pengurangan luasan kawasan kumuh kota padang panjang,

| ditetapkan pengurangan luasan kumuh Tahun 2023 sebesar 3,7029 Ha.

Tercapainya target indikator ini dipengaruhi oleh terlaksananya pemeliharaan sarana, prasarana
umum (PSU) seperti jalan, bangunan pengamanan sungai dan saluran drainase, Selain ity melalyi
program KOTAKU juga terus dilakukan Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala
lingkungan maupun skala kawasan. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui 2 {dua) program 2 {dua)

kegiatan dan 3 {tiga) sub kegiatan yaitu:
i. Program Kawasan Permukiman, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuiuh} Ha,

dengan sub kegiatan sebagai berikut :
a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

b. ¥Xoordinasi dan Sinkronisasi Pengandalian, Penyelenggaraan, Pemugaran/Peremajaan

Permukiman Kumuh,

. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum {PSU), dengan kegiatan sebagai

berikut :

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian




Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Program

Pengembangan dan Persentase pengurangan

. Pemeliharaan Sarana kawasan kumuh
. dan Prasarana
Permukiman
Peningkatan Prasarana, Persentase ketersediaan 91% 91 100
Sarana dan Utilitas PSU kawasan permukiman
~ Umum (PSU) yang sesuai standard

Sumber : Dinas PerkimLH

Dari table diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja untuk program Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman telah terealisasi 81,74%. Realisasi ini tercapai karena
adanya upaya pengurangan dan penanganan kawasan kumuh melalui Program KOTAKU yang
dilaksanakan oleh Tim Pendamping Program KOTAKU (Korkot 6 dan Fasilitator) melalui pengurangan dan
penanganan kawasan kumuh di Kota Padang Panjang. Sampai dengan Tahun 2023 pengurangan kawasan
kumuh adalah sebesar 39,0037 Ha dari seluruh kawasan kumuh sebesar 47, 7179 Ha.

Sementara untuk Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) telah
terealisasi sebesar 91%. Dari Target yang ditetapkan telah tercapai 91 %. Realisasi ini bisa tercapai karena
adanya upaya pemeliharaan dan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) berupa
pemeliharaan jalan, dam dan drainase. Jika Tahun 2021 Penyediaan PSU hanya berupa pemeliharaan,
sementara Tahun 2022 terdapat Rehabilitasi dan Pembangunan Jalan sepanjang 424, 66 m, Pembuatan
dan Perbaikan Drainase sepanjang 1.310, 45 m dan Pembuatan Bangunan Pengaman Sungai (DAM)
sepanjang 338, 58 m dan di Tahun 2023 juga terdapat Rehabilitasi dan Pembangunan Jalan sepanjang
1.322,85 m, Pembuatan dan Perbaikan Drainase sepanjang 410,3 m dan Pembuatan Bangunan Pengaman
Sungai (DAM) sepanjang 312,05 m.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2023, terealisasi 68,44 dari target
65,74. Kemudian Indeks Kualitas Air (IKA) terealisasi 47,21 dari target 46,07, Indeks Kualitas Udara (IKU)
terealisasi 91,60 dari target 91,29 sedangkan Indeks Kualitas Lahan (IKL) didapati 62,04 dari target 56,50.

Hasil capaian Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

Untuk Indeks Kualitas Air (IKA), dilakukan pengurangan sungai yang sebelumnya dilakukan pengujian
untuk 7 (tujuh) sungai, dikurangi menjadi 5 (lima) sungai. Pengurangan ini merupakan penyesuaian sesuai
dengan Permenlhk No. 27 Tahun 2021 tentang IKLH yang menyatakan bahwa sungai yang dipantau
mewakili 50% sungai yang ada di wilayah administrasi. Sekaligus dilakukan penyesuaian titik pantau untuk

menentukan lokasi pengambilan sampel pada sungai di Kota Padang Panjang.
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Untuk Indeks Kualitas Udara {IKU), pengujian dilakukan oleh KLHKR!, Dinas Perkimlh melakukan
pemasangan dan pengambilan passive sampler pada titik pantau yang sudah ditentukan sebelumnya
sesuai jadwal pemantauan,

Untuk Indeks Kualitas Lahan (IKL), dilakukan penginputan terhadap indikator perhitungan pada
website IKLH. Dilakukan penambahan digitasi terhadap Ruang Terbuka Hijau dan Tutupan Vegetasi
Lainnya dengan melakukan identifikasi tutupan lahan baru. Untuk selanjutnya data tersebut divalidasi
oleh P3E Sumatera dan Dirjen PPKL KLHKRI sebagai tambahan data tutupan lahan baru Kota Padang

Panjang.

Pencapaian indikator kinerja int dilakukan melaiui 6 {enam) Program, 8 {Delapan) Kegiatan dan 12
(dua belas) Sub Kegiatan yaitu :
t.  Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH} Kabupaten/Kota, dengan
sub kegiatan sebagai berikut :
a. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, dengan sub
kegiatan sebagai berikut :
a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPIPD/RPIMD

. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan
sebagai herikut :
1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub
kegiatan sebagai berikut :
a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan klim
2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan
sub kegiatan sebagai berikut :
a. Pemberian informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada

Masyarakat.

IH. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut

a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH}

{V. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap lzin Lingkungan dan lzin Perfindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH}, dengan kegiatan sebagai berikut :

s ___________J
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1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin
PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai
berikut :

a. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang lzin Lingkungan Hidup, lzin PPLH yang

Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

V. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub
kegiatan sebagai berikut :
a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/

Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

VI.  Program Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pengelolaan Sampah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pngelolaan Persampahan.

d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST?SPA
Kabupaten/Kota.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Program

- Perencanaan 1 Persentase dokumen 100% 100% 100

= Lingkungan Hidup perencanaan lingkungan
Pengendalian 1 Persentase pemenuhan 28,57% 20% 70
Pencemaran dan/atau mutu air pada tingkat
~ Kerusakan Lingkungan cemar sedang
Hidup
Pengelolaan 1 Persentase ketersediaan 4,40% 4,18% 95
Keanekaragaman dokumen KEHATI
Hayati (KEHATI)
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‘4 Pembinaan dan 1 Tingkat ketaatan 60% 55% 91

- Pengawasan terhadap penerapan lzin Lingkungan
Izin Lingkungan dan dan/atau SPPL
Izin Perlindungan dan
- Pengelolaan
- Lingkungan Hidup
~ (PPLH)
. Penghargaan 1 Penghargaan di bidang 2 jenis 2 jenis 100
~ Lingkungan Hidup lingkungan hidup
- Untuk Masyarakat
s .:'. Pengelolaan Persentase penanganan 72% 82,20% 88
- Persampahan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah
rumah tangga

Sumber : Dinas PerkimLH

Dari Tabel 3.3. diatas terlihat bahwa capaian Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
(KEHATI) untuk indikator Persentase ketersediaan RTH Publik belum mencapai target. Dari target yang
ditetapkan sebesar 4, 40% baru terealisasi sebesar 4, 18%. Hal ini disebabkan karena berberapa Titik
lokasi taman di alih fungsikan ke penggunaan lain seperti jalan akses masuk ke ruko dan pengabungan
area pembibitan tanaman .

Program Pengelolaan Persampahan dengan indikator Persentase penanganan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga juga tidak mencapai target. Dari target sebesar 72%
terealisasi 82,20%. Data realisasi yang lebih besar menunjukkan bahwa volume sampah yang masuk ke
TPA masih tinggi, yang berarti upaya pengurangan sampah dari sumbernya tidak terselenggara secara
baik. Penanganan sampah sesuai dengan Jakstrada Pengelolaan Sampah Kota Padang Panjang ditargetkan
semakin menurun dari waktu ke waktu.

Ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi hal tersebut antara lain belum optimalnya
peran serta berbagai pihak dalam upaya penanganan sampah, seperti masih rendahnya kesadaran
masyarakat dan institusi untuk melakukan aktivitas pemilahan dan daur ulang sampah.

Untuk Sasaran Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan
rendah, dengan indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau, dari target sebesar 86,80%
tercapai sebesar 96,03% (110%). Indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau diperoleh
dengan menghitung Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada

kurun waktu tertentu dibagi jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu dikali 100%.

M
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Jumlah rumah tangga MBR
yang menempati rumah fayak huni
dan terjangkau pada kurun

walktu tertentu 0
jumiah rumah tangga MBR X 100%

pada kurun waktu tertentu

7710
8029

x 100% = 96,03%

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tanggs vang menempati rumah layak
huni adalah sebesar 7710 unit pada tahun 2023 dan jumlah seluruh rumah tangga MBR pada tahun 2022
adalah sebesar 8029 unit.

Faktor pendukung tercapainya target ini adalah karena adanya bantuan rehab rumah tidak layak
huni bagi masyarakat miskin dari tahun ke tahun. Untuk Tahun 2022 dari 43 unit bantuan rehab rumah
tidak layak huni, terealisasi 40 unit. 3 unit tidak terealisasi karena terdapat ketidakcocokan data proposai
dengan data dukung yang ada, sementara ditahun 2023 yang awal nya 105 ¢nit menjadi 122 unit bantuan
rehab rumah tidak layak huni karena terdapat 17 unit penambahan pada perubahan anggaran 2023,

Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 2 {dua) Program, 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga)

Sub Kegiatan yaitu :
.  Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program

Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, dengan sub

kegiatan sebagai berikut :
a. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
. Program Kawasan Permukiman, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha,

dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

I




Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Program

Pengembangan 1 Rasio Rumah Layak Huni 95,56% 97,07 101

Perumahan
2 Kawasan Permukiman 1 Persentase pengurangan 81,76% 81,74 100

kawasan kumuh

Sumber : Dinas PerkimLH

Dari table diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja untuk Program Pengembangan Perumahan
telah tercapai 100%. Hal ini dapat dicapai karena adanya bantuan perumahan bagi rumah yang tidak
layak huni sebanyak 122 unit di Tahun 2023 dan penyediaan Rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan
rendah. Sementara untuk Program Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase pengurangan
kawasan kumuh juga telah tercapai 100%. Hal ini dapat dicapai melalui upaya penanganan kawasan

kumuh melalui program KOTAKU. Tahun 2023 pengurangan kawasan kumuh sebesar 39,0037 Ha.

Untuk sasaran meningkatnya cakupan layanan pencegahan stunting dari urusan lingkungan hidup,
dengan indikator Cakupan layanan pengelolaan limbah B3 fasyankes dari target sebesar 50% telah
terealisasi 51%. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan total fasyankes yang memiliki izin dan
aktif yang dibina pengelolaan LB3 nya dengan Jumlah keseluruhan fasyankes yang memiliki izin dan aktif

di Padang Panjang.

jumlah fasyankes yang memiliki izin dan aktif
yang dibina pengelolaan LB3 nya
jumlah keseluruhan fasyankes yang memiliki
izin dan aktif

x 100%

Terdapat 74 fasyankes yang telah memiliki izin dan aktif di Padang Panjang. Dari 74 fasyankes
tersebut, telah mendapatkan pembinaan sebanyak 10 fasyankes di Tahun 2021, 18 Fasyankes di Tahun
2022 dan 10 fasyankes di Tahun 2023 . Pencapaian Indikator kinerja ini dilakukan melalui 1 (satu)

Program, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

lll. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (Limbah B3), dengan kegiatan sebagai berikut :




1. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan
sebagai berikut ;

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi

dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan.

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja Program

Pengendalian Bahan 1 Persentase Pengelolaan 31-35% 51 102
Berbahaya dan Limbah B3 fasyankes

Beracun (B3) dan

Limbah Bahan

Berbahaya dan

Beracun (Limbah B3)

Sumber : Dinas PerkimLH

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk indikator Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) telah tercapai 100%. Hal ini dapat

dicapai melalui upaya sosialisasi dan pembinaan terkait pengelolaan LB3 terhadap Fasyankes yang

memiliki izin.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada

Tabel 3.6 di bawah ini :
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Tabel 3.6
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja {per Sasaran Strategis})
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

No

Indikator
Kinerja

Tahun 2015

Tahun 2020

Tahun 2021

Taun 2022

Target

Realisasi

%
Capaian

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%
Capaian

Target

Realisasi

% Capaian

Tahun 2023

Target

Realisasi

% Capalan

2

4

5=(4/3)

7

8=(7/6)

10 11={16/9}

12

13

14=(13/12}

15

16

Persentase
permukiman
layak huni

6%

97,54%

102

97%

95,97%

99

94,12%

94,12%

100

97,01%

97.01%

100

97,90%

97,90

100

indeks
Kuatitas Air
(1KA)

40,50

41,40

37,37

92

40,41

42,30

43,68

103

47,20

47,70

31,86

67

44,25

46,07

104

46,07

47,21

102

Indeks
Kualitas
Udara { IKU}

90—
935

91,52

102

90—
935

91,88

a8

90-100

91.07

100

91,20

91,29

100

91,29

91,60

io0

indeks
Kualitas
Tutupan
Lahan (IKTL)

65,26

65,26

100

65,26

69,62

107

65-80

56,18

86

56,18

56,18

100

56,50

62,04

116

Cakupan
layanan

|
rumah layak ' 74,84%

huni yang
terjangkau
bagi MBR

74,84%

100

79,77%

79,77%

100

82,29%

82,29% |

100

84,38

84,23

100

86,80

96,03

110

Cakupan
layanan
pengefotaan
timbah B3
Fasyankes

30%

38%

127

50%

51

102
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Dari Tabel diatas dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dari Tahun 2019 sampai dengan
Tahun 2023. Untuk Indikator Persentase permukiman layak huni, terjadi penurunan dari tahun 2019
sampai tahun 2021. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan luas Kawasan permukiman
yang layak huni antara [ain adalah pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana umum berupa
bangunan pengaman, jalan lingkungan dan drainase yang dilakukan secara rutin dari tahun ke tahun.
Pada Tahun 2021 dan 2022, kegiatan pembangunan tersebut berkurang secara signifikan dikarenakan
adanya refocusing anggaran. Baru Tahun 2022 dan tahun 2023 kembali dialokasikan anggaran untuk

penyediaan prasarana dan sarana umum di kawasan permukiman.

Di sisi lain, pada Tahun 2020 dengan diterbitkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor
189 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Padang Panjang,
terdapat kawasan kumuh baru seluas 47, 718 Ha. Sebelumnya pada Tahun 2014 telah ditetapkan
kawasan kumuh di Kota Padang Panjang seluas 52,1797 Ha dengan lokasi yang berbeda. Kawasan
tersebut telah selesai ditangani 100% sampai Tahun 2019. Perubahan lokasi dan luasan kawasan
kumuh serta potensi timbulnya kawasan kumuh baru tersebut termasuk faktor yang mempengaruhi
capaian persentase Kawasan permukiman layak huni.

Untuk Indikator Indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan terjadi kenaikan dan penurunan
capaian kinerja dari tahun ke tahun. Dari table diatas terlihat adanya peningkatan pada Indeks Kualitas
Air (fKA) Tahun 2020, sementara di Tahun 2021 mengalami penurunan. Pada Tahun 2020 ada
perubahan parameter pengukuran kualitas air dibandingkan dari Tahun 2019. Tahun 2019 pengukuran
dilakukan terhadap 6 parameter (BOD, COD, TSS, DO, Total Phosphat, dan Total Coli} sementara Tahun
2020 pengukuran dilakukan terhadap B parameter {pH, BOD, COD, TSS, DO, NOs-N, Total Phosphat,
Fecal Coliform). Ditiadakannya parameter TotalColi berpengaruh sangat signifikan terhadap status
mutu atr. Air yang semula berstatus cemar sedang menjadi cemar ringan memberikan gambaran
seolah-clah terjadi peningkatan Indeks Kualitas Air. Namun di Tahun 2021 berdasarkan hasil pengujian
vang dilakukan sungai yang sudah berstatus cemar ringan berstatus cemar sedang. Rendahnya kualitas
air ini terdeteksi pada sungai-sungai yang melintasi kota, bahkan sejak dari bahagian hulu yang
berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga. Beberapa sumber utama yang berkontribusi pada
pencemaran sungai-sungai di Kota Padang Panjang antara lain sektor domestik {rumah tangga),
industri, pertanian/peternakan dan perdagangan. Pengelolaan limbah yang tidak memenuhi baku
mutu dari masing-masing sektor menjadi penyebab utama pencemaran. Parameter uji yang paling
tinggi tingkat cemarannya adalah £ coii dengan konsentrasi mencapai ratusan bahkan ribuan kali lipat
rmelebihi baku mutu. Bakteri £ coli biasanya bersumber dari tinja manusia maupun kotoran ternak.

Tingkat pencemaran yang tinggi pada badan sungai sudah terdekteksi sejak dari bagian hulu

yang berbatasan dengan wilayah kabupaten tetangga. Artinya dibutuhkan upaya penanganan yang
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menyeluruh, terpadu serta melibatkan semua stakeholder termasuk pengembangan kerjasama
dengan daerah tetangga.

Selain itu upaya yang perlu dilakukan agar indeks Kualitas Air meningkat adalah dengan
mengoptimalkan cara pengambilan sampel air sungai dan pengukuran parameter pencermar
dilaksanakan sesegera mungkin setelah pengambilan sampel. Hal ini berkaitan erat dengan upaya
Pemerintah Kota Padang Panjang mengakreditasikan Labor Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang,
agar pemeriksaan sampel bisa dilaksanakan sendiri oleh Labor Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang,

tanpa perlu kerjasama dengan labor milik Provinsi atau Kabupaten/Kota lain.

Sementara untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) terlihat tidak mengalami perubahan yang
signifikan dan berada pada status baik. Hal ini dipengaruhi oleh cuaca di wilayah Padang Panjang yang
sering hujan. Ditambah dengan pengaruh tutupan vegetasi terutama hutan yang masih cukup terjaga
di selatan dan timur Kota Padang Panjang.

Untuk indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan
karena adanya perubahan data Luas wilayah dan luas hutan lindung dan hutan kota serta penambahan
instrument Ruang Terbuka Hijau (RTH} sebagai instrument perhitungan. Luas wilayah Kota Padang
Panjang yang digunakan pada perhitungan awal seluas 2801,79 Ha (luas perencanaan} menjadi pada
2300 Ha di Tahun 2020 {versi BIG). Sementara untuk kompaonen perhitungan selain hutan ditambahkan
luas RTH lainnya seperti hutan kota dan RTH publik. Sementara Tahun 2021 mengalami penurunan.
Hal ini disebabkan karena perubahan penentuan Luas Tutupan Hutan dan Luas Tutupan Vegetasi Non
Hutan. {uas Tutupan Hutan dan Vegetasi Non Hutan yang dihitung sebagai dasar penentuan IKTL
adalah; Luas Hutan Kota, Luas Belukar di Kawasan Hutan, Luas Belukar di APL, Luas Ruang Terbuka
Hijau dan Luas Areal Rehabilitasi Hutan. Sementara itu areal pertanian berupa sawah di Kota Padang
Panjang yang sebelumnya digolongkan sebagai Ruang Terbuka Hijau tidak dapat lagi dihitung sebagai
penyumbang iuas RTH di Kota Padang Panjang. Untuk mencapai nilai indeks Kualitas Tutupan Lahan
maka periu didorong lebih giat penumbuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang Panjang berupa
pembangunan Taman Kota maupun Hutan Kota.

Untuk Indikator Cakupan fayanan rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat
berpenghasilan rendah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena adanya
hantuan rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah {MBR) sebanyak 200
unit, yang terdiri dari Dana Atokasi Khusus {DAK) Bidang Perumahan Rakyat 100 unit dan Dana Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS} Provinsi Sumatera Barat 100 unit d¢i Tahun 2019.Tahun 2020
sebanyak 100 unit dari Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya {BSPS) Provinsi Sumatera Barat
dan 52 unit di Tahun 2021 vang bersumber dari Dana Alokasi Khusus {DAK}. Sementara Tahun 2022

ada 43 unit dan untuk pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023 ini sebanyak 122 unit dari Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD]) serta 44 unit dari Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
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(BSPS) Provinsi Sumatera Barat

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target yang akan dicapai pada

akhir periode Renstra dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023
dan Target Akhir Renstra {per Sasaran Strategis)

' MNo Indikator Kinerja Tahun 2023 | Target Akhir Renstra %Capaia;nm_
| 1 | Persentase Permukiman Layak 97,90 N 97,90 160
Huni
2 | Indeks kualitas Air (IKA) i 47,21 55,99 " 84
3 | Indeks Kualitas Udara {IKU} . 91,60 89, 22 102
4 | Indeks kuatitas Tutupan fahan 62,04 N 71, 64 26
{IKTL)
5 | Cakupan layanan rumah layak 96,03 86, 80 110
huni yang terjangkau bagi MBR
6 ! Cakupan layanan pangelolaan 51 100% 102
Limbah B3 Fasyankes

Untukindikator Persentase permukiman layvak huni di targetkan tercapai sebesar 97,90% di akhir
periode Renstra, dengan artian dari Luasan kawasan kumuh sebesar 415, 21 Ha telah tertangani seluas

406, 51 Ha di akhir periode Renstra,

Untuk Indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara {IKU), Indeks Kualitas Tutupan
Lahan (IKTL), penetapan target mengacu kepada SE KEMENLHK No. 4 Tahun 2021 tentang Penetapan
Rantangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan. Dari taget vang
ditetapkan, Indeks Kualitas Udara telah melebihi target akhir Renstra. Hal ini menunjukkan bagusnya
kualitas udara di Kota Padang Panjang. Untuk indikator Indeks Kualitas Air dan Tutupan Lahan masih
berada di bawah target akhir Renstra. Hal ini menunjukkan masih dibutuhkan upaya untuk mencapai
target tersebut. Walaupun indeks Kualitas Air dan Tutupan Lahan masih rendah, namun upava
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan telah diupayakan dengan maksimal. Hal ini dapat
dilihat dari Nilai Indeks Respon Kinerja daerah yang terdiri dari program kali bersih, langit biru,

Indonesia hijau dan gambut lestari yang telah tercapai 100%.

L’Dmr e ST Troe 37



Sementara untuk Indikator Cakupan layanan pengelolaan limbah B3 fasyankes target
capaiannya adalah 100% di akhir tahun Renstra. Indikator ini baru muncul di Tahun 2022 mengacu
pada RPIMD Perubahan dan Renstra Perubahan, dan baruy terealisasi 51% pada Tahun 2023
Diharapkan diakhir periode Renstra sefuruh fasyankes yang memiliki izin dan aktif telah mendapat
pembinaan terkait pengelolaan Limbah B3 nya. Diharapkan seluruh indikator dapat tercapai sesuai

target yang ditetapkan pada akhir tahun Renstra nantinya.
Perbandingan indikator Kinerja yang dirumuskan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup dengan Standar Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah :

Tabel 3.8

Tabel Perbandingan Reafisasi Kinerja sampai Tahun 2023

dengan Standar Nasional
No Indikator Kinerja Realisasi Tahun Realisasi Tahus 2023 Standar
2022 Nasional
1 | Persentase Permukiman Layak Huni 87,01% 87,90
2 | Indeks kualitas Air {IKA) 46, 07 47,21 54,55
3 | Indeks Kualitas Tutupan Udara ({KU) 91, 29 91,60 88,65
4 | Indeks kuatlitas Tutupan lahan {IKTL} 56, 18 62,04 61,75
5 | Cakupan layanan rumah layak huni 84, 23 96,0‘3;-““_.
yang terjangkau bagi MBR
& Caizupan layanan pengelolaan 38% 5%
Limbah B3 Fasyankes

Surnber : Dings PerkimLH

Dari Tabel diatas dapat dilihat untuk Indikator indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan
Indeks Kualitas Tutupan Lahan sudah melebihi target nasional. Sementara indikator Cakupan layanan
rumah layak huni yang terjangkau bagi MBR, realisasi daerah sudah melebihi target Nasional.

B. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternative sosuli yang telah dilakukan.
Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan :

Keberhasilan yang dicapai tidak lepas dari kerja keras, dukungan dan peran aktif dari seluruh elemen
masyarakat,
1. Terlaksananya permneliharaan sarana, prasarana umum (PSU) seperti jalan, bangunan pengamanan

sungai dan saluran drainase. Selain itu melalui program KOTAKU juga terus dilakukan
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Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala
Kawasan.

2. Untuk Indeks Kualitas Air {IKA), dilakukan pengurangan sungai yang sebelumnya dilakukan
pengujian untuk 7 {tujuh} sungai, dikurangi menjadi 5 (lima) sungai. Pengurangan ini merupakan
penyesuaian sesuai dengan Permenlhk No. 27 Tahun 2021 tentang IKLH yang menyatakan bahwa
sungai yang dipantau mewakili 50% sungai yang ada di wilayah administrasi. Sekaligus dilakukan
penyesuaian fitik pantau untuk menentukan lokasi pengambilan sampel pada sungai di Kota
Padang Panjang.

3. Untuk Indeks Kualitas Udara {IKU), pengujian dilakukan oleh KLHKR!, Dinas Perkimlh melakukan
pemasangan dan pengambilan passive sampler pada titik pantau yang sudah ditentukan
sebelumnya sesuai jadwal pemantauan.

4. Untuk Indeks Kualitas Lahan (IKL), dilakukan penginputan terhadap indikator perhitungan pada
website IKLH. Dilakukan penambahan digitasi terhadap Ruang Terbuka Hijau dan Tutupan
Vegetasi Lainnya dengan melakukan identifikasi tutupan lahan baru. Untuk selanjutnya data
tersebut divalidasi oleh P3E Surnatera dan Dirjen PPKL KLHKR! sebagai tambahan data tutupan
tahan baru Kota Padang Panjang.

5. Untuk Sasaran Meningkathya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan
rendah, faktor pendukung tercapainya target ini adalah karena adanya bantuan rehab rumah tidak
layak huni bagi masyarakat miskin dari tahun ke tahun. Untuk Tahun 2022 dari 43 unit bantuan
rehab rumah tidak layak huni, terealisasi 40 unit. 3 unit tidak terealisasi karena terdapat
ketidakcocokan data proposal dengan data dukung yang ada, sementara di tahun 2023 yang awal
nya 105 unit menjadi 122 unit bantuan rehab rumah tidak layak huni karena terdapat 17 unit

penambahan pada perubahan anggaran 2023,

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran stategis serta indicator

program masih ditemukan beberapa kendala dan permasalahan antara lain :

1. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga juga tidak
mencapai target, faktor yang mungkin mempengaruhi hal tersebut antara lain belum optimainya
peran serta berbagai pihak datam upaya penanganan sampah, seperti masih rendahnya
kesadaran masyarakat dan institusi untuk melakukan aktivitas pemilahan dan daur ulang sampah,

2. Capaian Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHAT!) untuk indikator Persentase
ketersediaan RTH Publik belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena berberapa Titik lokasi
taman di alih fungsikan ke penggunaan lain seperti jalan akses masuk ke ruko dan pengabungan

area pembibitan tanaman.
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Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perfu kesadaran Masyarakat dan
institusi untuk melakukan aktifitas pemilahan sampah, Masyarakat sebagai aktor utama dalam
pengelolan sampah berbasis masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Masyarakat harus
mampu mengubah sikap dan kebiasaan dalam mengolah sampah sehari-hari dimulai sejak dari lingkup
rumah tangga. Pengeloaan sampah berbasis masyarakat ini akan memberikan keuntungan yang
mencakup aspek lingkungan karena mampu menjaga kebersihan dan kesehatan, aspek sosial karena
masyarakat saling peduli terhadap kondisi lingkungannya, dan aspek ekonomi karena menguntungkan
dari hasil pemilahan sampah anorganik serta organik. Masyarakat juga diharapkan aktif dan
berkontribusi dalam kelompok-kelompok yang terbentuk di tingkat RT. Peningkatan kesadaran
masyarakat yang muncul dalam pengelolaan sampah ini akan mampu berdampak positif pada
peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh sebab itu, segala
bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan pelatihan
diharapkan mampu diterima dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat juga harus memberikan respon
dan Kerjasama yang baik terhadap seluruh pihak dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang

terintegrasi di masa mendatang.

C . Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
Untuk mencapai tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Llingkungan Hidup vaitu
1. Meningkatnya Kualitas Inspratruktur Berkelanjutan,
2. Meenurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan
3. Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat
Sedangkan sasarannya :
1. Meningkatnya kuliatas fingkungan permukiman
2. Meningkatnya Klualitas Airm Udara dan tutupan Lahan
3. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat miskin
4

. Meningkatnya cakupan layanan pencegahan stunting dari urusan lingkungan hidup

Maka diperlukan sumber daya yang memadai, berupa :
a. Sumberdaya Manusia yang Kompeten
k. Sumber Daya yang mencukupi

¢. Sarana dan prasarana yang memadai

D. Realisasi Anggaran

Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
terdiri atas 2 (dua) urusan wajib yaitu Urusan Bidang Perumahan Rakyat yang merupakan urusan

wajib pelayanan dasar, serta urusan Bidang Lingkungan Hidup yang merupakan urusan wajib non
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pelayanan dasar. Kedua urusan tersebut pada Tahun Anggaran 2023 ini diselenggarakan dalam 11

(sebelas) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 31 {tiga pulub satu) Sub Kegiatan, Rincian Dana

Anggaran setelah Perubahan pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai

berikut :

1} Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan jumiah dana Anggaran

sebesar Rp. 6.836.076.053,- dan Realisasi Anggaran Rp. 6.628.751.138 Yang terdiridari 4 (empat}

kegiatan dan 11 (sebeias) Sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan jurniah dana Anggaran sebesar Rp.

5.441.212.998,- dan Realisasi Anggaran Rp. 5.361.431.213,- Yang terdiri dari 1 {satu} Sub

kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan vang ditujukan untuk Pembayaran Gaji dan
Kesejahteraan ASN. Reaiisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan
sebesar Rp. 5.61.431.213,- (98,53%)}. Hasil dari kegiatan adalah terbayarnya Gaji dan

Tunjangan ASN selama 1 {(satu) tahun.

b. Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah, dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp.

494.941.460,- dan Realisasi Anggaran Rp. 478.005.630 Yang terdiri dari 4 (empat)} Sub kegiatan

sehagai berikut :

Sub Kegiatan Penvediaan Kemponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, yang
ditujukan untuk Penerangan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan
jumiah dana Anggaran sebesar Rp. 8.869.860,- dan realisasi keuangan Rp. 8.323.100,- {
93,84%). Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Komponen instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor selama 1 tahun

Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor, yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan
Adminstrasi Kebersihan Kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapat 100% dengan
jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 83.227.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.
73.428.700,- (88,23%)}. Hasil dari kegiatan ini dihasilkan tersedianya materai, Kertas, Tinta
Printer dan alat kebutuhan adminstrasi lainnya selama 1 tahun

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, yang ditujukan untuk
kelancaran pelaksanaan Adminstrasi Kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapal 100%
dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 22.83%2.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp.
16.792.900,- (73,53%). Presentase Realisasi Keuangan hanya mencapai 73,53 % hal ini
disebabkan tidak banyanya biaya foto copy dan biaya cetak pada tahun ini teralisasi bila

dibandingkan tahun lalu { sesuai kebutuhan ). Hasil dari kegiatan ini tersedianya barang-

barang cetakan dan penggandaan dokumen/persuratan selama 1 tahun.
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- Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang ditujukan untuk
penyediaan biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi dengan
Instansi / Lembaga Pemerintah untuk 1 tahun anggaran. Realisasi fisik dari kegiatan ini
mencapat 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 380.005.100,-dan realisasi
keuangan sebesar Rp. 379.460.930,- (99,86%). Hasil dari kegiatan ini terselenggaranya
rapat koordinasi dan konsultasi dengan Instansi / Lembaga Pemerintahan untuk 1 tahun
anggaran.

€. Kegiatan Penyediaan lJasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan jumlah dana

Anggaran sebesar Rp. 624.844.000,- dan Realisasi Anggaran Rp. 574.232.077,- Yang terdiri

dari 2 {dua) Sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang ditujukan
untuk Kelancaran Sarana Kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan
umiah dana Anggaran sebesar Rp. 51.532.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.
41.937.153,- (81,38%). Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksana Sarana Kantor selama 1
tahun

- SubKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang ditujukan untuk penyediaan
lasa kebersihan kantor dan tenaga harian lepas. Realisasi fistk dari kegiatan ini mencapai
100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 573.312.000 dan realisasi keuangan
sebasar Rp.532.294.,924,- (92,85%)}. Hasil dari kegiatan ini telah tersedia upah tenaga
harian {epas selama 1 tahun.

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan
jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 275.077.595,- dan Realisasi Anggaran Rp.215.082.218,-
Yang terdiri dari 4 {(empat) Sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
Jabatan vang ditujukan untuk pemeliharaan operasional roda 4, {pembayaran pajak),
STNK serta Bahan Bakar Minyak (BBM). Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%
dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 49.390.500 dan realisasi keuangan sebesar
Rp. 31.738.650,- (64,26). Presentase Realisasi Keuangan hanya mencapai 64,26 % hal ini
disebabkan tidak banyaknya biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas labatan pada tahun
ini teralisasi bila dibandingkan tahun lalu { sesuat kebutuhan ). Hasil dari kegiatan ini
terpeliharanya kendaraan Dinas Jabatan roda 4 sebanyak 1 unit.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan

Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan yang ditujukan untuk pemeliharaan

operasional roda 3, roda 8, pembayaran izin operasional (pembayaran pajak}, STNK serta

Bahan Bakar Minyak {BBM). Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan




jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 159.757.095 dan realisasi keuangan sebesar Rp.
136.084.900,- (85,18). Hasil dari kegiatan ini terpeliharanya kendaraan operasional roda
4 dan roda 2 selama 1 tahun sebanyak 11 unit.

Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang ditujukan untuk
Kelancaran Pelaksaan Administrasi dan Pelayanan Kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini
mencapai 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 25.930.000 dan realisasi
keuangan sebesar Rp. 7.337.600,- {28, 30%). Presentase Realisasi Keuangan hanya
mencapai 28,30 % hat ini disebabkan tidak banyaknya biaya jasa servis peralatan Printer,
komputer (PC dan laptop) pada tahun ini teralisasi bila dibandingkan tahun talu ( sesuai
kebutuhan }.Hasil dari kegiatan ini adalah berupa jasa servis peralatan Printer, komputer

{PC dan laptop), perbaikan selama 1 tahun tahun

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lLainnya yang
ditujukan untuk Kelancaran Pelaksaan Kenyamanan Pegawai dalam bekerja. Realisasi
fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumiah dana Anggaran sebesar Rp.
40.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.921.068,- (99, B0%). Hasil dari
kegiatan ini berupa rehab atap, plafon dan pemeliharaan dan upah selama 1 tahun

tahun

2} PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN, dengan jumlah dana sebesar Rp. 346.508.544,- dan

Realisasi

Anggaran Rp. 231.073.068,- vang terdiri dari 2 (dua} kegiatan dan 2 (dua} Sub kegiatan

sebagai berikut

a. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program

Kabupaten/¥ota,

dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 83.914.000,- dan Realisasi Anggaran Rp. 0 Yang

terdiri dari 2 {satu) Sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana yang ditujukan untuk Pemenuhan SPM

Perumahan dan sebagai dana cadangan bantuan Pemerintah Daerah terhadap Korban

Bencana, kegiatan fisik mencapai 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar

Rp.56.940.000,- dan realisasi keuangan Rp. 0- (0%}, rendahnya realisasi keuangan karena

disebabkan kegiatan ini bersipat Situasional yang sipat pekerjaannya sudah direncanakan,

seandainya ada masyarakat yang patut dibantu. Hasil kegiatan ini adalah, pada tahun ini

tidak ada rumah masyarakat yang dibantu.

- Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana dan atau

Relokasi Program Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk Pemenuhan 5PM Perumahan dan
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sebagai dana cadangan bantuan Pemerintah Daerah terhadap Korban Bencana, kegiatan

fisik mencapai 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 26.974.000 dan realisasi

keuangan Rp. 0- (0%), rendahnya realisasi keuangan karena tidak adanya pembangunan

rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana yang sesuai dengan kriteria yang telah

ditetapkan dan kegiatan ini dicadangkan dalam rangka pemenuhan SPM urusan Perumahan
Permukiman,

b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, dengan

jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 262.594.544,- dan Realisasi Anggaran Rp.231.073.068 Yang

terdiri dari 1 (satu) Sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun, yang
ditujukan untuk menunjang operasional pengelolaan Rusunawa. Realisasi fistk dari kegiatan
ini mencapai 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 231.073.068,- dan realisasi
keuangan Rp. 231.073.068,- (88%). Hasil kegiatan ini adalah terpeliharanya rusunawa dan
terbayarnya upah pegawai harian (THL) .Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena
realisasi belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan dan efesiensi

angearan.

3} PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN, dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.571.717.160,- dan
Realisasi Anggaran Rp. 2.550.243.840 yang terdiri dari 2 {dua) kegiatan dan 3 (tiga) Sub kegiatan
sebagai berikut ;

a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawsasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawsh 10
{sepuluh} Ha, dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 2.571.717.160,- dan Realisasi
Anggaran Rp.2.550.243.840,- .Yang terdiri dari 2 {(dua} Sub kegiatan sebagat berikut :

- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, ditujukan untuk pengurangan. Rumah
Tidak Layak Huni Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai {100%} dengan jumlah dana
Anggaran sebesar Rp.2.552.998.760 dan realisasi keuangan Rp. 2.531.923.140,- (99,17%}.
Hasii kegiatan ini adalah berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni
di Kota Padang Panjang, pada tahun ini sudah dilaksanakan perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni sebanyak 122 Unit.

- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Permukiman Kumuh, ditujukan untuk pengurangan kawasan kumuh perkotaan.
Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai (100%) dengan jumiah dana Anggaran sebesar Rp.

18.718.400,- dan realisasi keuangan Rp. 18.320.700,- {97,88%]), Hasil kegiatan ini adalah

berkurangnya luas kawasan kumuh di Kota Padang Panjang serta terlaksananya




pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar skala lingkungan sesuai dengan standar
pelayanan minimum permukiman serta mencegah terjadinya permukiman kumuh baru di

lingkungan permukiman

4} PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTULITAS UMUM (PSU), dengan jumiah
dana sebesar Rp. 4.046.641.463,- dan Realisasi Anggaran Rp.3.928.156.269,52,- yang terdiri dari 1
{satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Urusan Penyelengaraan PSU Perumahan, dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp.
4.046.641.463,- dan Realisasi Anggaran Rp, 3.928.156.269,52,- Yang terdiri dari 1 (satu) Sub
kegiatan sebagai berikut :

. Sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk
Penunjang Fungsi Hunian ditujukan untuk meningkatkan kualitas prasarana permukiman,
Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar
Rp.4.046.641.463,- dan realisasi keuangan Rp. 3.928.156.269,52,- (97,07%). Hasil kegiatan ini
adalah telaksananya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Kota Padang Panjang sebanyak
45 lokasi terdiri dari 17 lokasi Pengadaan Jalan Setapak, 12 lokasi Pembuatan Draenase dan

Paket Pembuatan DAM dan 16 lokasi.

5) PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP dengan jumlah dana sebesar Rp. 144.637.650,-
dan Realisasi Anggaran Rp.140,300.600 yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 1 (satu) Sub kegiatan
sebagai berikut ;

a. Kegiatan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup { RPPLH), dengan jumlah dana
Anggaran sebesar Rp. 22.697,900,- dan Realisasi Anggaran Rp.20.277.025 Yang terdirt dari 1
{satu) Sub kegiatan sebagai berikut ;

- Sub Kegiatan RPPLH Kabupaten/Kota, yang ditujukan untuk Penyusunan dokumen
Dukumen Informasi kinerja pengelolaan lingkungan hudp dearah kota padang panjang
Kabupaten/Kota. Realisasi fisik kegiatan ini (100%) dengan jumiah dana Anggaran sebesar
Rp. 22.697.900 dan realisasi keuangannya Rp. 20.277.025,- (89,33%). Hasil dari kegiatan ini
adalah tersusunnya satu dokurmen DIKPLHD.

b. Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, dengan
jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 121.939.750,- dan Realisasi Anggaran Rp. 120.023.575,- Yang
terdiri dari 2 {dua) Sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pembuatan Pelaksanaan KLHS RPIPD/RPIMD Realisasi fisik kegiatan ini {100%)

dengan jumiah dana Anggaran sebesar Rp. 121.939.750 dan realisasi keuangannya Rp.
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120.023.575,- (98,43%). Hasil dari kegiatan ini adaiah Tersedianya 1 buah Dukumen KLHS

RPIMD.

6) PROGRAM PENGENDALAIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP ,

dengan jumlah dana sebesar Rp. 335.436.040,- dan Realisasi Anggaran Rp.314.206.064 yang

terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 {tiga) Sub kegiatan sebagai berikut ;

a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota,

dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 315.806.240,- dan Realisasi Anggaran Rp.
294,923,714 Yang terdiri dari 2 (dua) Sub kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkroni sasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi
dan Adaptast Perubahan tklim, yang ditujukankan untuk melakukan pembinaan kepada
kampung iklim serta mensosialisasikan kepada anggota tim pembina dan kelompok
masyarakat tentang Program Kampung Iktim. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai
100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 26.828.600 dan realisasi keuangan Rp.
23.385.450,- (87.17 %)}. Hasil kegiatan ini adalab terbinanya 9 lokasi Kampung tklim, serta
tersosialisasikannya Program Kampung lklim kepada Tim Pembina, dan Kelompok
Masyarakat. Tahun ini Kota Padang Panjang mendapatkan Piagam Penghargaan Porklim
Utama salam rangka Pemmbinaan tingkat kota sebanyak 4 lokasi dan mendapatkan
sertifikat atas Apresiasi Pembinaan Proklim untuk Pemerintah/ Walikota Kota Padang
Panjang dari Kemen LHX RI, vaitu Rt.04,07,08,11 Kelurahan Ekor Lubuk Kota Padang
Panjang

Sub Kegiatan Pengeiolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, yang
ditujukan untuk mengetahui kualitas lingkungan khususnya Kualitas air, udara dan tanah.
Realisas! fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp.
288.977.640,- dan realisasi keuangan Rp. 271.538.264,- (93, 97%). Hasil kegiatan ini
adalah terfaksananya pengujian sampel dan tersedianya data informasi kuzalitas air tanah,
air permukaan, limbah cair, udara amhbien dan tanah untuk mengetahui Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup.

b Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota,

dengan jumiah dana Anggaran sebesar Rp. 19.629.800,- dan Realisasi Anggaran

Rp.19.282.350 Yang terdiri dari 1 (satu) Sub kegiatan sebagai berikut :
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Pemberian Imformasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada
Masyarakat, yang ditujukankan menyampaikan informasi Kualitas Lingkungan Hidup, dari
hasit uji labor terhadap Kualitas Udara dan Air di Kota Padang Panjang dan hasil uji

tersebut disampaikan kepada pelaku usaha dan aparatur keturahan dalam bentuk




sosialisasi, sekaligus melakukan infentarisasi Sungai Batang Bakarek-karek vang
melibatkan Kader Lingkungan Kota Padang Panjang, dari hasil kedgaitan ini dapat
diperolehnya data informasi peringatan pencemar serta Inventarisasi Kondisi Sungai.
Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp.
19.629.800,- dan realisasi keuangan Rp. 19.282.350,- (98,23%). Hasil kegiatan ini adalah
terlaksanaya Sosialisasi Pencemaran danfatau Kerusakan lingkungan Hidup kepada
Masyarakat Sepadan Sungai serta Pemasangan Jaringan Sampah di Sungai sebanvak 7 titik

lokasi.

7) PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN KEHATI (KEHATI} , dengan jumiah dana sebesar
Rp. 1.991.553.600,- dan Realisasi Anggaran Rp.1.951.518.498,- yang terdiri dari 1 {satu} kegiatan
dan 1 {satu) Sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman KEHAT| Kabupaten/Kota jumiah dana Anggaran
sebesar Rp. 1.991.553.600,- dan Realisasi Anggaran Rp.1.951.518.498 Yang terdiri dari 1 (satu}

Sub kegiatan sebagai berikut ;

- Sub Pengelolaan Ruang terbuka Hijau {RTH) ditujukan untuk Operasional dan Pemeliharaan
Taman di Kota Padang Panjang dengan Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan
jumiah dana Anggaran sebesar Rp. 1.991.553.600 dan realisasi keuangan Rp. 1.951.518.498,-
{97,99%). Hasii kegiatan ini adalah Terpeliharanya Taman di Kota Padang Panjang

8) PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN {(B3) DAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3), dengan jumlah dana sebesar Rp. 8.131.000,- dengan realisasi
sehesar RP. 6.491,700,- yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 {satu} Sub kegiatan sebagai
berikut :

a. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan jumlah dana
Anggaran sebesar Rp. 8.131.000,- dan Realisasi Anggaran Rp.6.491.700,- Yang terdiri dari 1
{satu) Sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Koordinast dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3, dengan Pemerintah
Propinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengotahan dan/atau Penimbunan
vang ditujukankan membina Fasilitas Pelayanan Kesehatan {Fasyankes) penghasit LB3,
ditakukan bentuk sisoalisasi teknis pengelian LB3 dari 10 fasyankes yang beroperasi di Kota
Padang Panjang dangan Realisasifisik dari kegiatan ini mencapati 100% dengan jumlah dana
Anggaran sebesar Rp. 8.131.000 dan realisasi keuangan Rp. 6.491.700,- (79,84%). Dengan

hasil kegiatan yaitu terbinanya fasyankes sabanyak 10 orang di Kota Padang Panjang
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9} PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH), dengan jumlah dana sebesar Rp. 15.553.850,- dan Realisasi Anggaran
Rp. 14.575.250 yang terdiri dari 1 {satu) kegiatan dan 1 {satu) Sub kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izinkingkugan
Hidup, 1zin RPPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, dengan jumlah
dana Anggaran sebesar Rp. 15.553.850,- dan Realisasi Anggaran Rp.14.575.250,- Yang terdiri
dari 1 {satu) Sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkugan dan [zin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH), izin PPLH yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ini ditujukan untuk mengawasi dan melaksanakan
pembinaan serta meningkatkan ketaatan pelaku terhadap usaha / kegiatan yang berpotensi
mencemari lingkungan agar dapat mengelola usaha / kegiatannya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Realisasi fisik kegiatan ini {100%) dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp.
15.553.850,- dan realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 14.575.250,- {93.71%). Hasil
dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan, Pembinaan terhadap usaha / kegiatan

sebanyak 25 objek usaha

10) PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, dengan jumlah dana
sebesar Rp. 115.149.600,~ dan Realisasi Anggaran Rp.104.858.400 yang terdiri dari 1 (satu)
kegiatan dan 1 {satu) Sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingakt Kabupaten/Kota, dengan jumiah
dana Anggaran sebesar Rp. 115.149.600,- dan Realisasi Anggaran Rp.104.858.400,- Yang
terdiri dari 1 (satu) Sub kegiatan sehbagai berikut :

- Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi
dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditujukan untuk mendorong
peran serta masyarakat dan berbagai stakeholder dalam mewujudkan Kota Padang Panjang
vang bersih dan hijau sesuai kriteria dalam penilaian Adipura serta Pembinaan ke sekolah-
sekolah. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai {100%) dengan jumlah dana Anggaran

sebesar Rp.115.149.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 104.858.400,- (91,06 %).

11) PROGRAM PENGELOAAN PERSAMPAHAN, dengan jumlah dana sebesar Rp. 8.851.571.950,- dan
Realisasi Anggaran Rp.8.559.135.845 yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 {empat) Sub
kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengelolaan Persampahan, dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp.

8.851.571.950,- dan Realisasi Anggaran Rp.8.559.135 845 - Yang terdiri dari 4 (empat) Sub

kegiatan sebagai berikut :
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- Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpuian,
Pangangkutan, Pengolahan, dan Pemprosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk Tempat Sampah Akhir (TPA) Sungai Andok
penyelenggaraan cperasional kebersihan di Kota Padang Panjang. Realisasi fisik dari kegiatan
ini mencapai (100%} dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 6.171.040.214 dan realisasi
keuangan sebesar Rp. 6.062.747.926,-(98,25%). Hasil kegiatan ini adalah Terlaksananya
Operasional kebersihan di Kota Padang Panjang berupa upah THL kebersihan, Pakaian THI.
Kebersihan dan alat kebersihan dan terpeliharanya alat mesin potong rumput serta
tersedianya BBM untuk alat mesin potong rumput.

- Sub Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan. Pada
Kegiatan ini anggarannya dihilangkan di Perubahan, disebabkan karena Padatnya
Pelaksanaan kegiatan di Bidang PSPP serta focus ke pemecahan masalah { solusi ) terhadap,
penangan TPA Sungai Andok.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengeloaan
Persampahan, Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai ( 100%)} dengan jumlah dana
Anggaran sebesar Rp. 1.523.347.936 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.367.132.405,-
(89,75%).

- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengeloaan Persampahan di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai { 100%) dengan jumlah dana
Anggaran sebesar Rp. 1.523.347.936 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.367.132.405,-
(89,75%).

Realisasi keuangan dari masing-masing program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan
masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023

| dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;
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Tabel 3.9
Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang
Tahun 2023

NOMOR | PROGRAM /! KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISASI {%)
{Rp.) TAHUN 2023
1 2 3 4 5
I PRGGRAM PENUNJANG URUSAN 6.836.076.053,00 | 6.628.751.138,00 | 96,97% |
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.443.212.998,00 | 5.361.431.213,00 98, ,53%
1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN i 5.441,212.998,00 5.361.431.213,00 98,53%
2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 494.941.460,00 478.005.630,00 096,58%
1 | Penyediaan Komponen instalasi 8.869.860,00 8.323.100,00 93,84%
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 83.227.000,00 73.428.700.00 88,23%
3 | Penyediaan Béfaﬁg Cetakan dan Penggandaan 22.839.500,00 16.792.900.00 73,53%
4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 380.005.100,00 379.460.930,00 99,86%
Konsultansi SKPD
3 Penyediaan lasa Panunjang Urusan Pemerintah 624.244,000,00 574.232.077,00 91,90%
Daerah .
1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 51.532.000,00 41.937.153,00 81,38% |
dan Listrik
2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 573.312.000,00 ; $32.294.924,G60 92,85%
4 Pemeliharaan Barang Miltk Daerah Penunjang 275.07?;595,00 ! 215.082.218,00 78,19%
L
Urusan Pemerintahan Daerah :
1 | Penyediaan jasa Pemelibaraan, Biaya 49.390.500,00 31.738.650,00 64,26%
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perarangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 155,757.095,00 136.084.900,00 85,18%
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya 25.930.000,00 7.337.600,00 28,30%
4 { Pemeiiharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 40.000.000,00 39.921.068,00 99,80%
Bangunan Lainnya
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" E PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 346.508.544,00 231.073.068,00 | 66,69%
[
} Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban £3.914.000,00 ~ | 9,00%
{ Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Rehab#itasi Rumah bagi Korban Bencana 56.940.000,00 0,00%
t Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi 26.974.000,00 0,00%
ll Korban Bencana atau Retokasi Program
i Kabupaten/Kota
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum 262.594,544,00 231.073.068,00 | 28,00%
dan/atau Rumah Khusus
Fasilitasi Pengelolaan Keiembagaan dan 2232.594.544,00 231.G673.068,00 | 88,00%
Pemilik/Penghuni Rumah Susun
H PROGRAM KAWASAN PERMUK!IMAN 2.571.717.160,00 | 2.550.243.840,00 | 99,17%
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 2.571.717.160,00 | 2.550.243.840,00 | 99,17%
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 {sepuluh) Ha
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni B 2.552.998.760,00 2.531.923.140,00 | 9917%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 18.718.400,00 | 18.320.700,00 | 97,88% .
Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan i .
Permukiman Kumuh _
v PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARAN 4.046.641.463,00 | 3.928,155,269,52 | 97,07%
DAN UTILITAS GMUM (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 4.046.641.463,00 |, 3.928.156.269,52 | 97,07%
Penyediaan Prasarana,mSarana, dan Utilitas 4.046.641.463,00 | 3.928.156.269,52 | 97,07%
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsu
Hunian
v PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 144.637.650,00 140.300.600,00 | 97,00%
Rencana Perlindungan dan Pengeloiaa 22.697.900,00 20.277.025,00 | 89,33%
Lingkungan Hidup {RPPLH) Kabupaten/Kota
Penyusunan dan f’enetapan RPPLH 22.697.900,00 89,33%
Kabupaten/Kota 20.277.025,00
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 121.939.750,00 120.023.575,00 | 98,43%
Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata - -
Ruang
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPIPD/RPIMD 121.93%.750,00 120.023.575,00 98,43%
vi PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN 335.436.040,00 314.206.064,00 | 93,67%
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan 315.806.240,00 2094.923,714,00 | 93,39%
Lingkungan Hidup Xabupaten/Kota
koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan o 26.828.600,00 23.385.450,00 | 87,17%
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi
dan Adaptasi Perubahan Iklim
Pengetolaan Laboratorium Lingkungan Hidup 288.977.640,00 271.538.264,00 | 93,97%
Kabupaten/Kota :
Penanggulangan Pencemaran dan/atau 19.629.800,00 19.282.350,00 f 98,23%
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota '
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran 19.629.800,00 19.282.350,00 | 98,23%
dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup pada
| Masyarakat _
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Vil

PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

1.991.553.600,00

1.951.518.498,00

97,99%

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota

1.991.553.600,00

1.951.518.498,00

97,99%

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1.991.553.600,00

1.951.518.498,00

97,99%

Vil

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH
B3)

8.131.000,00

6.491.700,00

79,84%

Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

8.131.000,00

6.491.700,00

79,84%

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limah
B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka
Pengangkutan, Pemamfaatan, Pengelolaan,
dan/atau Penimbunan

8.131.000,00

6.491.700,00

79,84%

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

15.553,850,00

14.575.250,00

93,71%

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha
dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan
1zin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

15.553.850,00

14.575.250,00

93,71%

Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang lzin
Lunkungan Hidup, izin PPLH yang Diterbitkan
oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota

15.553.850,00

14.575.250,00

93,71%

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT

115.149.600,00

104.858.400,00

91,06%

Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

115.149.600,00

104.858.400,00

91,06%

Penilaian Kinerja masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

115.149.600,00

104.858.400,00

91,06%

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

8.851.571.950,00

8.559.135.845,00

96,70%

Pengelolaan Sampah

8.851.571.950,00

8.559,135.845,00

96,70%

Penanganan Sampah Dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

6.171.040.214,00

6.062.747.926,00

98,25%

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengelolaan Persampahan

Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan
Prasarana dan Sarana Pengelolaan
Persampahan

1.523.347.936,00

1.367.132.405,00

89,75%

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Persampahan di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota

1.157.183.800,00

1.129.255.514,00

97,59%

JUMLAH

25.262.976.910,00

24.429.310.672,52

96,70%

Sumber : Dinas PerkimLH
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan untuk program dan kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi selama tahun 2023 sampai dengan realiasai
Keuangan Tahun 2023 terserap sebesar 96,70%. Namun masih ada kegiatan yang realisasi
keuangannya masih rendah, yaitu :

a. Sub Kegiatan Peyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan realisasi keuangan 73,53 %.
Rendahnya realisasi keuangan ini dikarenakan Peyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
kantor dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan realisasi keuangan 28,30 %.
Rendahnya realisasi keuangan ini dikarenakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor Lainnya
dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kerusakan dari peralatan yang ada serta
mengoptimalkan operasional peralatan yang tersedia.

c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana, dengan realisasi keuangan sebesar 0 %. Sub
Kegiatan ini dicadangkan dalam rangka pemenuhan 5PM urusan Perumahan Permukiman.
Rendahnya realisasi keuangan karena tidak ada bencana yvang membutuhkan penyediaan rumah
layak huni bagi korban bencana yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

d. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi
program dengan realisasi keuangan 0 %. Rendahnya realisasi keuangan ini dikarenakan tidak
adanya Permbangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi korban bencana yang sesuai dangan
krioteria yang telah ditetapkan dan kegiatan ini dicadangkan dalam rangka pemenuhan SPM

urusan Perumahan Permukiman,
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
mengambil peran dalam penyelenggaraan dua urusan wajib yaitu bidang perumahan dan kawasan
permukiman yang merupakan pelayanan dasar serta bidang lingkungan hidup yang non pelayanan
dasar. Hal ini sesuai dengan tupoksi yang diamanatkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Penyelenggaran
program kegiatan pada Tahun 2023 menjadi tahun ke 5 (lima) pelaksanaan program Pemerintah
Daerah untuk pertode 2018-2023.

Pencapaian kinerja Tahun 2023 yang belum mencapai 100%, tentunya perlu menjadi bahan
evaluasi untuk menyelaraskan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan.
Beberapa perbaikan periu dilakukan pada aspek pemantapan perencanaan yang diikuti dengan
penetapan indikator yang jelas dan terukur. Disamping itu diperlukan upaya peningkatan kapasitas
SDM pelaksana, manajemen pengelolaan administrasi perkantoran dan keuangan serta pada strategi
pelaksanaan program dan kegiatan. Penguatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga periu
dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu.

Ditinjau dari tingkat realisasi anggaran, penyelenggaraan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Ltingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023 tergolong cukup baik, yaitu mencapai
96,70% dari total anggaran yang dikelola. Persentase ini merupakan realisasi dari pelaksanaan
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan

permukiman serta urusan lingkungan hidup, diluar rutin kesekretariatan.

B. Saran

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk memperbaiki capaian kinerja yang
akuntable yaitu melaksanakan pembekalan terhadap pejabat terkait mengenai sistem pelaporan
akuntabilitas instansi pemerintah.

Langkah kedepan yang akan dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
untuk meningkatkan kinerja diantaranya :
1. Untuk ke depan telah dicadangkan anggaran untuk menampung SPM Dinas Perumahan,

kawasan permukiman dan lingkungan hidup melalui sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi

- _______ . ... __ . ___ __ __________________ ____ ___________ __
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Korban Bencana dan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau
Relokasi Program Kabupaten/Kota.

2. Untuk sasaran meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan indikator indeks
kualitas air, udara dan tutupan lahan. Kewenangan utama dari instansi pengelola lingkungan
hidup lebih diutamakan pada pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan. Artinya
instansi pengelola lingkungan hidup merupakan OPD yang memiliki fungsi koordinasi dalam
pelaksanaan pengendalian kualitas lingkungan, sementara teknis pengelolaan seharusnya
menjadi tanggung jawab dari pelaku atau pemilik usaha/kegiatan/aktivitas. Selanjutnya
pembinaan terhadap teknis pengelolaan lingkungan menurut sektor tentunya menjadi
tanggung jawab dari OPD yang membidangi sektor terkait. Dengan kata lain dibutuhkan
penanganan yang menyeluruh, terpadu serta melibatkan semua stakeholder.

3. Dalam rangka menunjang pencapaian seluruh indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, dibutuhkan sarana dan prasarana
yang memadai untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan seperti pengadaan
kendaraan dinas, peralatan dan mesin, serta sarana prasarana pendukung gedung kantor.

4. TPASampah Sungai Andok secara teknis telah melewati umur pakai. Namun, karena adanya
program pengurangan sampah dari sumbernya, sampai saat ini TPA Sungai Andok masih
bisa digunakan. Namun kedepan perlu disiapkan solusi untuk hal tersebut. Untuk tahun
2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sedang menyiapkan
beberapa alternative, diantaranya Pengadaan alat pengolah sampah (Pirolisis), dimana
proses pirolisis akan menghasilkan produk berupa bahan bakar padat, cairan dan gas, serta
kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak ketiga, penyediaan lokasi baru untuk TPA

atau kerjasama dengan TPA Regional.

Padang Panjang, Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LI

" ALVI SENAST, MT
NIP. 19750825 200212 1 004
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